PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pernyataan
Kata Pengantar
Daftar Isi

Daftar Gambar
Intisari

Abstract

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

mo oW

Keaslian Penelitian

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kewenangan Atau
Wewenang
1. Definisi Kewenangan
2. Sumber
Wewenang Pemerintahan

dan Cara

3. Pendelegasian Kembali
Delegasi Oleh Penerima Delegasi

B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
BUMN

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada

Umumnya dan BUMN

2. Penugasan dalam Penyediaan Barang

dan/atau Jasa

3. Dasar Hukum Penunjukan Langsung

Kepada BUMN

Memperoleh

Suatu

DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR

RIKA MALENI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

vii



DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN
RIKA MALENI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
G%%%E@S\I;[—QADSA l:Jniversitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

nergi BUMN Dalam Pengadaan ..............ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieanns 41

Barang dan/atau Jasa

5. Tumpang  Tindihnya  Peraturan ............cccoviiiiiiiiiiiiiiieiieieeee, 46
Perundangan di Indonesia

6. Pro Kontra Penunjukan LangsSuNg ........cc.ooiiiiriiiiiiiiiiie e, 47
Kepada BUMN, Anak Perusahaan
BUMN dan Afiliasinya

BAB 11l METODE PENELITIAN e 50
A. Sifat Penelitian 50
B. Jenis Penelitian 54
C. AnalisisData s 55
D. Jalannya Penelitian 55
BAB IV ANALISIS DA T A S7
A.Langkah Hukum yang Telah Diambil ................... . 57

oleh PT PLN Pada umumnya dan PT IP
Pada Khususnya Dalam Menjalankan
Tugas Pemerintah Mewujudkan Program
35.000MW.

B.Desain Hukum yang PerlU o 73
Dipertimbangkan  Oleh ~ Pemerintah
Dalam Merespon Disharmonisasi
Regulasi Diatas Terkait Penugasan Untuk
Menjalankan ~ Program  35.000MW
Kepada PT PLN dan Implikasi
Lanjutannya Kepada PT IP.

BAB V PENUTUP 93
AKesimpulan 93
B.Saran 97
Daftar PuStaka 98

viii



UNIVERSITAS

DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN

RIKA MALENI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

Gambar 4.

DAFTAR GAMBAR

Susunan kepemilikan saham PT IP pada
PT CDB

Proses penujukan langsung PT PLN
kepada PT IP untuk proyek MPP Papua
Populasi pembangkit listrik yang berasal
dari pabrikasi Wartsila di Indonesia
PLTMG berasal dari pabrikan Wartsila
yang baru dan sudah terinstal dibeberapa

unit kerja PT PLN di seluruh Indonesia



	DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGANREGULASI DI SEKTOR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURKETENAGALISTRIKAN
	SURAT KETERANGAN
	Pernyataan Bebas Plagiasi 
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	Intisari
	BABI Pendahuluan
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Keaslian Penelitian
	BABII TINJAUAN PUSTAKA
	A. Konsep Kewenangan Atau Wewenang
	1. Definisi Kewenangan
	2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan
	3. Pendelegasian Kembali Suatu Delegasi
	B. Pengadaan Barang dan/atau jasa BUMN
	1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Umumnya
	2. Penugasan dalam Penyediaan Barang dan/atau Jas
	3. Dasar Hukum Penunjukan Langsung Kepada BUMN
	4. Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa
	5. Tumpang Tindihnya Peraturan Perundangan di Indonesia
	6. Pro Kontra Penunjukan Langsung Kepada BUMN
	BABIII METODE PENELITIAN
	A. Sifat Penelitian
	B. Jenis Penelitian
	C. Analisis Data
	D. Jalannya Penelitian
	BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Langkah Hukum
	B. Desain Hukum
	BABV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	A. Buku
	B. Artikel Jurnal
	C. Hasil Penelitian
	D. Internet
	E. Peraturan Perundang-Undangan
	F. Surat Edaran Menteri



